
 
 

 
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
NOMOR  04  TAHUN 2007 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

 

NOMOR    04   TAHUN 2007 
 

TENTANG 
 

PAJAK  HIBURAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURBALINGGA , 
 

Menimbang  :   a.   bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak 
Hiburan yang disahkan dengan Keputusan Menteri 
dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973.33  
tanggal 31 Agustus 1998 dan diundangkan dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Purbalingga Nomor 10 Seri A Nomor 6 tertanggal 7 
September 1998, dipandang sudah tidak sesuai 
dengan kondisi pada saat ini; 

 

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang 
perlu diatur kembali kebijakan yang berkaitan 
dengan  Pajak Hiburan ; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah pengganti tentang Pajak Hiburan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Tahun 1950 Nomor 42); 

 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah  dengan    
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4048); 

 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686) sebagaimana diubah terakhir dengan 
Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tentang 
Penagihan  Pajak dengan Surat Paksa  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3987); 

 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4389);  
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara              
Nomor 4438);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4138); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 
Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22 Seri D           
Nomor 10); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 
Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tatakerja Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan 
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 24). 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 

 
dan 

 
BUPATI PURBALINGGA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan   :   PERATURAN DAERAH KABUPATEN    

PURBALINGGA TENTANG PAJAK HIBURAN. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Purbalingga. 
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Purbalingga. 

5. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah 
pungutan Daerah atas penyelenggaraan hiburan. 

6. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau 
keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang 
ditontonkan atau dinikmati oleh setiap orang dengan 
dipungut bayaran. 

7. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau 
badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk 
dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama 
pihak lain yang menjadi tanggungannya. 
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8. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu 
hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmati atau 
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan. 

9. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan 
bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan 
atau menikmati hiburan. 

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terhutang 
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 
penyetorannya. 

11. Petugas Pemungut yang selanjutnya disebut Pemungut adalah 
perorangan atau Instansi Pemerintah Daerah yang diberi wewenang 
untuk menagih Pajak  yang ditunjuk oleh Bupati atau Pejabat yang 
berwenang. 

12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD 
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan 
penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

13. Surat Ketetapkan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang 
terhutang. 

14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah 
surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau 
penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain 
yang ditetapkan oleh Bupati. 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah 
pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang 
masih harus dibayar. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak 
yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang. 


